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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

       

1.1  Dasar Pemikiran 

Pada era saat ini, kemajuan teknologi yang semakin pesat menuntut 

berbagai kalangan untuk melakukan perubahan, terutama dalam hal pemenuhan 

kebutuhan informasi. Bagi kalangan pengusaha, lembaga formal dan non formal, 

informasi keuangan sangat diperlukan untuk  pengambilan suatu keputusan 

ekonomi secara cepat, tepat dan akurat.  Akuntansi merupakan suatu alat bisnis 

yang  digunakan oleh perusahaan dalam menyampaikan hasil informasi keuangan 

pada periode tertentu. Transaksi-transaksi keuangan diproses sedemikian rupa 

sehingga dapat menghasilkan  sebuah laporan keuangan yang siap digunakan.  

Akuntansi adalah suatu proses yang terdiri dari pencatatan, penggolongan, 

peringkasan dari bukti transaksi, dan pelaporan atas transaksi-transaksi keuangan 

pada suatu perusahaan (Sutrisno, 2008: 1).  

 

Pemakaian komputer dalam bidang akuntansi memberikan manfaat yang 

besar, baik dalam ketelitian maupun pekerjaan yang dapat ditangani. Perusahaan 

dapat menentukan keuntungan yang akan diperoleh dan kerugian yang bisa 

dideteksi dari waktu ke waktu. Sehingga jika perusahaan memperoleh 

keuntungan, maka dapat digunakan untuk memajukan usahannya dan apabila 

mengalami kerugian, maka perusahaan dapat mencari solusi dari penyebabnya 

dan menentukan cara yang tepat untuk menanggulanginnya.  
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Sistem adalah serangkaian dua atau lebih komponen yang saling terikat 

dan berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Sebagian besar sistem terdiri dari 

subsistem yang lebih kecil yang mendukung sistem yang lebih besar (Marshall B. 

Romney, Paul Jhon Steinbart, 2015: 3). 

 

Sistem akuntansi sangat erat hubungannya dengan organisasi sektor publik 

atau perusahaan untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Pada transaksi 

keuangan, pencatatannya sudah menggunakan komputerisasi dan merupakan cara 

tertentu dimana organisasi atau perusahaan melaporkan tentang informasi 

keuangan secara tepat waktu. 

Laporan keuangan merupakan suatu alat yang digunakan untuk 

menyampaikan informasi keuangan suatu entitas bisnis. Laporan keuangan 

disusun dengan tujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi 

keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang 

bermanfaat bagi berbagai pihak yang memiliki kepentingan seperti: Instansi 

pemerintah, manajer, investor, dan kreditor dalam pengambilan suatu keputusan 

ekonomi (Dwi Prastowo Darminto, 2015: 3). 

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulon Progo 

merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Berkedudukan sebagai 

pelaksana pada bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, yang menyangkut 

tentang  penerimaan, belanja, pembiayaan dan aset daerah. BKAD  dipimpin oleh 

seorang Kepala Badan sekaligus sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 

(PPKD) dan Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah serta melaksanakan 

fungsi selaku Bendahara Umum Daerah (BUD). Sebagai pelaku akuntansi pada 

entitas pelaporan dan entitas akuntansi, BKAD mempunyai tugas dan tanggung 

jawab untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian pada tingkat daerah. 
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Laporan keuangan pada entitas pelaporan dan entitas akuntansi tersebut tergabung 

menjadi satu dan menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). 

Selanjutnya LKPD yang telah disusun oleh BKAD tersebut akan diserahkan 

kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku auditor pemerintah untuk 

dilakukan audit. 

Pemerintah sebagai organisasi sektor publik yang mengelola dana dari 

masyarakat dituntut untuk dapat memberika informasi  publik  melalui sebuah 

laporan keuangan. Alur perputaran dana yang dibayarkan oleh masyarakat melalui 

pumungutan wajib pajak yang masuk ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja 

Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) harus 

dipertanggung jawabkan kegunaannya. Masyarakat berhak tahu dan mengerti 

bagaimana dan untuk apa dana pajak yang selama ini telah mereka bayarkan. 

Sehingga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah akan bertambah. 

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sejak tahun 2012 sudah menggunakan 

aplikasi SIMDA dari BPKP untuk sistem penyusunan laporan keuangannya.  

SIMDA Keuangan memiliki tiga tahapan, yaitu tahap penganggaran, tahap 

penatausahaan dan  tahap pembukuan dan pelaporan keuangan. Tujuan 

dibentuknya aplikasi SIMDA ini adalah untuk menciptakan akuntabilitas sektor 

publik yang baik dan bersih. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka 

penulis mengambil judul: “SISTEM DAN PROSEDUR PENYUSUNAN 

LAPORAN KEUANGAN PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET 

DAERAH (BKAD) KABUPATEN KULON PROGO” 
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1.2 Tujuan Magang 

Secara umum, tujuan yang ingin dicapai dalam praktek kerja nyata adalah 

sebagai berikut: 

a. Mengetahui Sistem dan Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan pada 

BKAD Kabupaten Kulon Progo. 

b.  Mengetahui kendala  pada Sistem dan Prosedur Penyusunan Laporan 

Keuangan pada BKAD Kabupaten Kulon Progo. 

c. Mengetahui keunggulan  pada Sistem dan Prosedur Penyusunan Laporan 

Keuangan pada BKAD Kabupaten Kulon Progo. 

 

1.3 Target Magang 

Secara umum, target yang ingin dicapai dalam praktek kerja nyata adalah 

sebagai berikut: 

a. Mampu mengindentifikasi Sistem dan Prosedur Penyusunan Laporan 

Keuangan pada BKAD Kabupaten Kulon Progo. 

b. Mampu mengindentifikasi kendala pada sistem dan Prosedur Penyusunan 

Laporan Keuangan pada BKAD Kabupaten Kulon Progo. 

c. Mampu mengindentifikasi keunggulan pada sistem dan Prosedur 

Penyusunan Laporan Keuangan pada BKAD Kabupaten Kulon Progo. 
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1.4  Bidang Magang 

Pelaksanaan praktek kerja nyata bertempat di Bidang Asset  dan Bidang 

Akuntansi dan Pelaporan BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten 

Kulon Progo. Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 73  Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, serta Tata Kerja pada 

Badan Keuangan dan Aset Daerah. 

Tugas dan fungsi pada Bidang Asset Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai 

berikut: 

a. Menyelenggarakan inventarisasi dan penilaian Barang Milik Daerah. 

b. Menyelenggaarakan penghapusan Barang Milik Daerah dan administrasi 

persediaan. 

c. Menyelenggarakan optimalisasi aset dan investasi pemerintah daerah, dan 

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan berkaitan 

bidang tugasnya. 

Tugas dan fungsi pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan Kabupaten Kulon Progo 

adalah sebagai berikut: 

a. Menyelenggarakan akuntansi keuangan daerah. 

b. Menyelenggarakan pelaporan keuangan daerah. 

c. Menyelenggarakan pembinaan akuntansi keuangan daerah, dan 

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan berkaitan 

dengan  bidang tugasnya. 
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1.5   Lokasi Magang 

Nama Instansi : BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah)  

  Kabupaten Kulon Progo 

Alamat : Jl. Perwakilan No. 1 Wates Kulon Progo 

Kode Pos : 55611 

Telepon  : (0274) 773221 

Email  : bkad@kulonprogokab.go.id 

Sumber: http://jdih.kulonprogokab.go.id 

 

 

Gambar 1.1 : Lokasi Magang 

 

Sumber: http://www.google.co.id/maps/place/BKAD+Kab.+Kulon+Progo 

mailto:bkad@kulonprogokab.go.id
http://jdih.kulonprogokab.go.id/
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           1.6   Jadwal Magang 

Praktek kerja nyata dilaksanakan mulai tanggal 26 Februari sampai dengan 26 

Maret 2018 dan dijadwalkan 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu. Penulis akan 

mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Kulon Progo dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan.  

Tabel 1.1 :  Rincian Jadwal Pelaksanaan Magang 

No Keterangan 

Waktu Pelaksanan 

Bulan ke-1 Bulan ke-2 Bulan ke-3 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Penulisan TOR                         

2 
Bimbingan dengan 

dosen pembimbing                         

3 
Pelaksanaan 

kegiatan magang                         

4 
Penyusunan 

laporan magang                         

5 Ujian Tugas Akhir                         

6 Ujian Kompetensi                         

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Penulisan tugas akhir ini secara garis besar menggunakan sistematika 

penulisan melalui empat bab, yaitu: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan diuraikan mengenai dasar pemikiran, 

tujuan magang, target magang, bidang magang, lokasi 

magang, jadwal magang, dan sistematika penulisan laporan 

tugas akhir. 
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 BAB II  LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi tentang landasan teori yang mengurai 

teori-teori  yang melandasi penelitian  dan  sebagai  acuan 

penulisan laporan tugas akhir.  

 BAB III ANALISIS DESKRIPTIF 

Pada bab ini merupakan penjelasan tentang pembahasan 

atas hasil penelitian dan analisis data yang telah diperoleh 

selama proses kegiatan pelaksanaan praktik kerja nyata. 

Berupa data umum, yaitu gambaran umum instansi BKAD 

Kabupaten Kulon Progo beserta struktur organisasinya dan 

data khusus tentang sistem dan prosedur penyusunan 

laporan keuangan pada BKAD Kabupaten Kulon Progo. 

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan atas hasil analisis 

data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dan saran 

yang dibuat berdasarkan pembahasan atas hasil penelitian 

tentang sistem dan prosedur penyusunan laporan keuangan 

pada BKAD Kabupaten Kulon Progo. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1  Sistem dan Prosedur Akuntansi 

2.1.1  Sistem 

 Sistem adalah suatu kerangka yang memuat beberapa bagian dan disebut 

dengan subsistem, saling berkaitan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu (Zaki 

Baridwan, 2010: 4). 

Sistem adalah sekelompok unsur yang erat dan  saling terhubung antara 

satu dengan lainnya. Berfungsi secara bersamaan untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu (Mulyadi, 2010: 2). 

 Sistem terdiri dari beberapa subsitem yang telah disusun menjadi sebuah 

komponen yang erat dan terhubung, saling berinteraksi agar dapat mencapai suatu 

tujuan  yang diharapkan. 

 2.1.2  Prosedur 

Prosedur adalah suatu urutan dari kegiatan klerikal, biasanya  melibatkan 

beberapa orang di dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk 

menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-

ulang (Mulyadi, 2010: 5). 

Terdapat beberapa tahapan dari kegiatan klerikal tersebut menurut 

Mulyadi, (2010: 5-6) diantaranya adalah: 

a. Menulis; 

b. Menggandakan; 

c. Memberi kode; 
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d. Mendaftar; 

e. Memilih; 

f. Memindah; 

g. Membandingan. 

Menurut W. Gerald Cole (dalam Zaky Baridwan, 2010: 3), Prosedur 

merupakan suatu urutan dari pekerjaan, dikarenakan biasanya prosedur 

melibatkan beberapa orang dalam suatu kegiatan atau lebih dan disusun untuk 

menjamin adanya perlakuan yang sama terhadap transaksi yang sering terjadi. 

 Prosedur merupakan tata cara atau urutan dalam melakukan suatu kegiatan 

yang sering terjadi pada suatu departeman secara berulang-ulang. Prosedur terdiri 

dari kegiatan klerikal, yang melibatkan beberapa orang atau lebih, agar 

memudahkan terlaksananya penanganan secara seragam pada tiap-tiap 

departemen. 

2.1.3  Sistem Akuntansi 

Sistem akuntansi terdiri atas formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur-

prosedur, serta alat-alat yang digunakan untuk mempermudah dalam pengolahan 

data suatu perusahaan. Howard F. Stettler (dalam Zaki Baridwan, 2010: 4). 

Tujuan dari sistem akuntansi adalah untuk menghasilkan informasi keuangan 

dari suatu perusahaan. Informasi keuangan tersebut berguna bagi manajemen, dan  

berbagai pihak ekternal sebagai bahan penilaian untuk pengambilan suatu 

keputusan.  
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Menurut Mulyadi (2010: 3-4),  terdapat pokok-pokok dari  sistem akuntansi, 

yaitu: formulir-formulir, catatan-catatan yang terdiri dari jurnal, buku besar, buku 

pembantu, dan laporan keuangan.  

Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam suatu transaksi 

ke dalam catatan. Sedangkan dalam sistem akuntansi secara manual, media yang 

digunakan untuk  merekam data transaksi keuangan adalah formulir yang dibuat 

dari secarik kertas, akan tetapi dalam sistem akuntansi secara komputerisasi media 

yang dipergunakan untuk merekam data transaksi keuangan adalah sistem 

pengolahan data. 

Menurut Al. Haryono Jusup (2011: 481), terdapat tiga tahapan dalam 

perancangan sistem akuntansi. Pertama, mengenal dokumen bukti transaksi dan 

data penting lain yang berkaitan dengan transaksi tersebut. Kedua, 

mengelompokkan dan mencatat data yang tercantum dalam dokumen bukti 

transaksi ke dalam catatan-catatan akuntansi, baik secara  manual ataupun 

komputerisasi. Ketiga, mengumpulkan dokumen bukti transaksi yang tercantum 

pada catatan-catatan akuntansi menjadi sebuah laporan keuangan yang berguna 

bagi manajer maupun pihak eksternal dalam pengambilan suatu keputusan.  

Sistem akuntansi yang efektif dan efisien menurut Al. Haryono Jusup 

(2011:482),  meliputi prinsip-prinsip dasar tertentu, yaitu: 

a. Hemat dalam segi beban perancangan dan pengoperasian;  

b. Menghasilkan output yang bermanfaat; dan  
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c. Fleksibel dalam menghadapi kemungkinan perkembangan di masa yang 

akan datang. 

Sistem akuntansi adalah suatu kerangka yang tersusun dari berbagai dokumen. 

Dokumen tersebut terdiri dari formulir-formulir dan catatan-catatan transaksi 

keuangan berupa jurnal, buku besar, buku pembantu dan laporan keuangan. Suatu 

sistem akuntansi yang efektif dan efisien harus mempunyai prinsip-prinsip dasar 

yang meliputi: hemat, bermanfaat, dan fleksibel. Terdapat tiga tahapan dalam 

menyusun perancangan sistem akuntansi, yaitu: pengenalan dokumen bukti 

transaksi, pengelompokkan dan pencatatan dokumen transaksi tersebut ke dalam 

catatan-catatan akuntansi, serta menyususunnya menjadi sebuah laporan keuangan 

yang berguna bagi manajemen dalam  mengawasi usahanya dan bagi pihak 

ekternal dalam pengambilan suatu keputusan. 

2.2   Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan  

Tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah menurut Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Lampiran I.02 PSAP 01- 6) adalah untuk 

menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo 

anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas 

pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi 

keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi dengan cara: 

a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi , 

kewajiban, dan ekuitas pemerintah. 
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b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisisumber daya 

ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah. 

c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan 

sumber daya ekonomi. 

d. Menyediakan informasi ketaatan realisasi terhadap anggarannya. 

e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai 

aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya. 

f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk 

membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah. 

g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan 

entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.  

2.3  Kerangka Kualitatif Laporan Keuangan  

Karakteirstik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah 

Nomor 71 Tahun 2010 (Lampiran I.01 Kerangka Konseptual) adalah ukuran-

ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat 

memenuhi tujuannya. Terdapat empat karaktristik  prasyarat normatif yang 

diperlukan agar laporan keuangan dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, 

yaitu: 

a. Relevan 

Laporan keuangan  bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat 

di dalamnya  dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu 

mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan 
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memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil 

evaluasi mereka di masa lalu agar informasi laporan keuangan yang 

relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya;  

b. Andal 

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang 

menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, 

serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, akan tetapi jika 

hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan, maka penggunaan 

informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan; 

c. Dapat Dibandingkan 

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika 

dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau 

laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan 

dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal 

dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang 

sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan 

bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang 

sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang 

lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, 

perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan; 
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d. Dapat Dipahami 

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh 

pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan 

dengan batas pemahaman. Pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan 

yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, 

serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi  yang 

dimaksud. 

2.4 Siklus Akuntansi Keuangan Pemerintahan 

 

2.4.1 Siklus akuntansi 

Menurut Mahsun, Muhammad. dkk (2007: 97-132), siklus akuntansi 

adalah sistematika prosedur pencatatan, peringkasan atas transaksi keuangan dan 

penyusunan laporan keuangan. 

  Tahap awal dari sikuls ini adalah pengindentifikasian atas transaksi 

keuangan, didukung oleh  dokumen bukti transaksi dan dicatat pada buku jurnal. 

Catatan yang diperoleh dari buku jurnal akan diposting ke dalam buku besar yang 

berguna untuk mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan. Semua akun 

akan diklasifikasikan berdasarkan daftra saldo, kertas kerja dan penyesuaian. 

2.4.2 Transaksi  

Transaksi adalah kegiatan yang  mengubah posisi keuangan pada suatu 

entitas. Suatu entitas memperlukan data transaksi dan bukti pendukung untuk 

proses pencatatan akuntansi dalam kegiatan operasinya.  



16 

 

 
 

 

A.  Jenis Transkasi 

Menurut jenisnya, tranksaksi terdiri dari: 

1. Tranksaksi kas, yaitu transaksi yang menimbulkan bertambahnya atau 

berkurangnya kas. Sebagai contoh adalah penerimaan piutang, 

pembiayaan SP2D; 

2. Tranksaksi nonkas, yaitu transaksi yang timbul akibat terjadinya 

perubahan pada aset, utang, dan pendapatan yang tidak berpengaruh 

terhadap kas.  Sebagai contoh adalah penerimaan aktiva tetap dari 

donator dan pembebasan utang. 

 

B. Bukti Transaksi 

Bukti transaksi merupakan alat yang digunakan untuk pendokumentasian 

dari seluruh  transaksi keuangan atau kejadian ekonomi. Sebagai contoh dari bukti 

transaksi adalah: 

1. Kas: Surat Perintah Membayar (SPM); 

2. Piutang: Daftar Piutang; 

3. Persediaan: Daftar persediaan; 

4. Aktiva Tetap: Daftar aktiva tetap; 

5. Utang: Dokumen penarikan pinjaman; 

6. Pendapatan: Surat Tanda Setoran (STS); 

7. Belanja: Daftar Pembukuan Administratif (DPA). 
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C. Bukti Jurnal 

Bukti jurnal merupakan alat pendokumentasian atas bukti transaksi ke 

dalam media  pencatatan akuntansi. Bukti jurnal memuat kode  debit pada sisi 

kanan dan kredit  pada sisi kiri untuk perkiraan pencatatan dalam buku besar pada 

masing-masing transaksi. 

D. Jurnal 

Jurnal adalah alat atau metode yang dipergunakan dalam mencatat, 

mengklasifikasikan dan meringkas data keuangan maupun data lainnya.  

E. Buku Besar 

Buku besar adalah suatu buku yang memuat tentang kumpulan rekening 

dari dokumen bukti transaksi yang telah  dicatat dalam jurnal.  

F. Buku Besar Pembantu 

Buku besar pembantu digunakan untuk mencatat rincian tertentu yang ada 

di buku besar. Rekening-rekening buku besar yang biasanya membutuhkan buku 

besar pembantu adalah kas, piutang, persediaan, investasi jangka panjang, aktiva 

tetap dan utang. 

G. Saldo Buku Besar 

Saldo buku besar merupakan kumpulan dari daftar rekening beserta saldo 

yang menyertai dalam suatu periode pelaporan. 
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H. Jurnal Penyesuaian 

Jurnal penyesuaian merupakan jurnal yang dibuat pada akhir periode 

akuntansi digunakan untuk menghasilkan penyesuaian yang sesuai antara 

pendapatan dan belanja/pembiayaan. Jenis-jenis penyesuaian ini mempunyai sub-

subkategori sebagai berikut: 

1. Biaya Dibayar Dimuka, yaitu biaya dibayar tunai dan dicatat sebagai 

aktiva sebelum biaya tersebut dipakai; 

2. Pendapatan Ditangguhkan, yaitu pendapatan yang sudah diterima 

secara tunai dan dicatat sebagai utang/kewajiban sebelum pendapatan 

tersebut diperoleh; 

3. Pendapatan Terhimpun, yaitu pendapatan sudah diperoleh, namun 

belum dibayar secara tunai atau dicatat; 

4. Biaya Terhimpun, yaitu biaya sudah dikeluarkan, namun belum 

dibayar secara tunai atau dicatat. 

 

I. Laporan Keuangan 

Hasil akhir dari proses akuntansi, yaitu laporan keuangan yang menyajikan 

informasi agar berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang 

berkepentingan. Laporan keuangan mengungkapkan tentang pencapaian kinerja 

program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi 

penyerapan belanja, dan realisasi pembiayaan. 
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J. Jurnal Penutup 

Jurnal Penutup adalah penjurnal yang dilakukan setelah laporan keuangan 

telah selesai disusun. Jurnal penutup dilakukan pada akhir periode akuntansi. 

Proses penutupan ini berfungsi untuk membuat saldo dari akun-akun pendapatan 

dan belanja /pembiayaan menjadi nol. 

2.5 Penyajian Laporan Keuangan 

Penyajian laporan keuangan ini terdiri dari pengertian komponen-

komponen laporan keuangan, yaitu: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan, 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan 

Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. 

2.5.1 Komponen-Komponen Laporan Keuangan 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 

(Lampiran-1), terdapat beberapa komponen dalam satu set laporan keuangan dan 

terdiri atas laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial yang meliputi: 

2.5.2 Laporan Realisasi Anggaran 

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan 

pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadapAPBD. Laporan Realisasi 

Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya 

dalam satu periode pelaporan.  
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A. Akuntansi Pendapatan LRA 

Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau 

oleh entitas akuntansi yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode 

tahun anggaran yang bersangkutan, yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu 

dibayar kembali oleh pemerintah.  

B. Akuntansi Belanja LRA 

Belanja adalah semua pengeluaran dari RKUD (Rekening Kas Umum 

Daerah) yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran 

yang bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh 

pemerintah. Klasifikasi belanja dalam SAP adalah sebagai berikut: 

a. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan 

dalam kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberikan 

manfaat jangka pendek. Belanja operasi meliputi belanja barang, 

belanja pegawai, subsidi, bunga, hibah, serta bantuan sosial; 

b. Belanja modal didefinisikan sebagai pengeluaran anggaran yang 

digunakan untuk memperolehan aset tetap berwujud dan atau aset 

tidak berwujud yang memberikan manfaat lebih dari satu periode 

akuntansi; 

c. Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran yang dipergunakan 

untuk kegiatan yang bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan terjadi 

berulang seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan 

bencana alam dan bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga 
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lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan 

kewenangan pemerintah daerah, termasuk pengembalian atas 

kelebihan penerimaan daerah pada tahun-tahun sebelumnya. 

2.5.3 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi 

perbandingan antara kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran  Lebih pada 

periode pelaporan saat ini dengan periode pelaporan sebelumnya secara 

komperatif 

2.5.4 Neraca 

Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai 

aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Aset adalah sumber daya 

ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari 

peristiwa masa lalu. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu 

yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi 

pemerintah. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih 

dari aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan. Setiap pemerintah 

daerah mengklasifikasikan aset lancer dan nonlancar serta mengklasifikasikan 

kewajiban menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang dalam 

neraca. 
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2.5.5 Laporan Arus Kas 

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas 

operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, 

penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama 

periode tertentu. 

2.5.6 Laporan Operasional 

Laporan operasional yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang 

menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah 

pusta/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode 

pelaporan.  

2.5.7 Laporan Perubahan Ekuitas 

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau 

penurunan ekuitas pada tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

2.5.8 Catatan Atas Laporan Keuangan 

Catatan atas Laporan keuangan meliputi penjelasan tentang rincian dari 

angka yang tertera dalam laporan keuangan. Catatan Atas Laporan keuangan juga 

mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas 

pelaporan dan informasi lainnya yang harus dianjurkan untuk diungkapkan dalam 

SAP serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian 

laporan keuangan secara wajar.  
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2.6 SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) 

Sistem informasi manajemen daerah merupakan aplikasi yang 

dikembangkan oleh BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) 

dengan tujuan untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas 

dalam mentransformasikan manajemen pemerintahan daerah menuju 

pemerintahan yang lebih baik dan bersih.  

2.6.1 Fungsi Program Aplikasi SIMDA Keuangan 

Fungsi utama program SIMDA Keuangan adalah sebagai berikut: 

a. Dapat membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan 

keuangan daerah (penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban); 

b. Penyusunan laporan keuangan lebih efisien dan akurat; 

c. Penyimpanan data keuangan untuk keperluan manajemen lainnya; 

d. Dapat menyajikan informasi yang akurat secara efektif dan efisien 

yang akan digunakan oleh pengguna laporan, dan 

e. Dapat mempermudah proses audit bagi Auditor dengan merubah tata 

cara audit manual menjadi EDP (Electronic Data Processing) audit. 

2.6.2  Output yang dihasilkan dari SIMDA Keuangan  

Output yang dihasilkan dari SIMDA Keuangan (Satgas Pengembangan 

SIMDA, 2008) adalah sebagai berikut: 

1) Penganggaran; 

a. Rencana Kerja Anggaran (RKA); 
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b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); dan 

c. Surat Penyediaan Dana (SPD). 

2) Penatausahaan 

a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP); 

b. Surat Perintah Membayar (SPM); 

c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); 

d. Surat Tanda Setoran (STS); 

e. Register; dan 

f. Surat Pengendalian lainnya. 

3) Akuntansi dan Pelaporan 

a. Jurnal; 

b. Buku besar; 

c. Buku Pembantu; 

d. Laporan Realisasi Anggaran; 

e. Laporan Arus Kas; dan 

f. Neraca. 

4) Program Aplikasi SIMDA Keuangan didukung dengan: 

a. Buku manual sistem dan prosedur penganggaran; 

b. Buku manual sistem dan prosedur penatausahaan; 

c. Buku manual sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan; dan 

d. Buku pedoman pengoperasian aplikasi SIMDA Keuangan. 

 Sumber: http://theorykeuangandaerah.blogspot.co.id 

 

http://theorykeuangandaerah.blogspot.co.id/
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BAB III 

ANALISIS DESKRIPTIF 

 

Analisis Deskriptif ini terdiri dari data umum yaitu tentang profil BKAD 

(Badan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Kulon Progo dan data khusus 

yaitu tentang pembahasan atas hasil penelitian pada sistem dan prosedur 

penyusunan laporan keuangan pada BKAD Kabupaten Kulon Progo. 

3.1 Data Umum 

Data umum ini terdiri dari profil, visi dan misi, tujuan dan sasaran, tugas 

dan fungsi serta struktur organisasi pada BKAD Kabupaten Kulon Progo 

3.1.1  Profil BKAD Kabupaten Kulon Progo 

Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang dan 

mengemban amanah dalam mencapai kesejahteraan masyarakat sesuai dengan 

peraturan perundang-undanganan yang berlaku dalam menjalankan tugas 

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Hal tersebut menjadi ketugasan 

bagi seorang pemimpin/ kepala daerah yang selanjutnya dilakukan pembagian 

tugas sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Pembagian tugas ini diharapkan 

peran dan fungsi dapat dilaksanakan dengan efektif, sehingga pemberian 

pelayanan dan pemenuh kebutuhan masyarakat dapat diberikan dengan baik 

sesuai dengan keadaanya guna menuju kesejahteraan masyarakat seperti yang 

diharapkan. Salah satu ketugasan Pemerintah Daerah dalam hal pengelolaan 
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keuangan adalah melakukan perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan 

pertanggungjawaban keuangan daerah pada sisi pengelolaan pendapatan daerah 

dituntut untuk dapat dikelola dengan optimal, tertata, tertib, transpaaran dan dapat 

dipertanggungjawabkan sehingga terwujud pendapatan yang optimal serta dapat 

mewujudkan kemampuan keuangan yang lebih besar serta adanya perhatian pada 

prioritas sisi belanja dan pembiayaan yang mencerminkan keadilan dan 

pemerataan bagi masyarakat luas sesuai dengan kemampuan keuangan yang ada. 

3.1.2 Visi dan Misi 

Visi dan Misi pada BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten 

Kulon Progo adalah sebagai berikut: 

Sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah) Tahun 2017-2022 bahwa Visi Pembangunan 

Kabupaten Kulon Progo yang ditetapkan untuk Tahun 2017-2022 adalah: 

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KULON PROGO YANG 

SEJAHTERA, AMANAH, TENTERAM, BERKARAKTER DAN 

BERBUDAYA BERDASARKAN IMAN DAN TAWQA”. 

Dikaitkan dengan Visi Pembangunan Kabupaten Kulon Progo pada 

RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Tahun 2017-2022 

serta sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang 

keuangan yang diselenggarakan maka fungsi dan tugas BKAD Kabupaten Kulon 

Progo terkait era menuju misi Bupati ke-3, yaitu: 
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“MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK 

DALAM LINGKUNGAN KEHIDUPAN YANG TERTIB, AMAN DAN 

TENTERAM”. 

3.1.3 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai oleh BKAD (Badan Keuangan dan Aset 

Daerah) Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut:  

Berdasarkan pada rumusan visi dan misi di atas, maka tujuan BKAD 

Kabupaten Kulon Progo yang ditetapkan sebagai berikut: 

“MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG RESPONSIF DAN 

AKUNTABEL”. 

3.1.4 Sasaran 

Sasaran yang ingin dituju oleh BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah) 

Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut: 

“MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOAAN KEUANGAN DAN 

ASET DAERAH”. 
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3.1.5 Tugas dan Fungsi 

Tugas dan fungsi pada BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah) 

Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut: 

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 

Tahun 2013 tentang perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah pada Bagian Kesatu Pasal 

59, dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas, serta Tata Kerja pada Badan Keuangan 

dan Aset Daerah disebutkan bahwa “Badan Keuangan dan Aset Daerah 

mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas 

pembantuan di bidang keuangan dan aset daerah. Guna untuk melaksanakan 

fungsi tersebut, maka pada pasal 6 disebutkan bahwa BKAD Kabupaten Kulon 

Progo mempunyai tugas: 

a. Menyelenggarakan kegiatan di bidang pajak; 

b. Menyelenggarakan kegiatan di bidang pendapatan; 

c. Menyelenggarakan kegiatan di bidang anggaran dan kebijakan 

pengelolaan anggaran; 

d. Menyelenggarakan kegiatan di bidang perbendaharaan; 

e. Menyelenggarakan kegiatan di bidang aset; 

f. Menyelenggarakan kegiatan di bidang akuntansi dan pelaporan; dan 

g. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan. 
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3.1.6 Struktur Organisasi 

 

Gambar 3.1: Bagan Struktur Organisasi BKAD Kabupaten Kulon Progo 
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Sruktur organisasi pada BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah) 

Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut: 

Berdasarkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 

Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah pada Bagian Kesatu Pasal 

59, dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas, serta Tata Kerja pada badan keuangan 

dan Aset Daerah. Susunan organisasi BKAD Kabupaten Kulon Progo terdiri dari: 

a. Kepala; 

b. Sekretariat; terdiri dari: 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

2. Sub Bagian Perencanaan; dan 

3. Sub Bagian Keuangan. 

c. Bidang Pajak; terdiri dari: 

1. Sub Bagian Pendaftaran dan Pendataan; 

2. Sub Bidang Penetapan; 

3. Sub Bidang Penagihan dan Pengawasan. 

d. Bidang Pendapatan; terdiri dari: 

1. Sub Bidang Perencanaan Pendapatan; 

2. Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan; 

3. Sub Bidang Pengembangan Pendapatan. 

e. Bidang Anggaran dan Kebijakan Pengelolaan Keuangan; terdiri dari: 

1. Sub Bidang Perencanaan Anggaran; 
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2. Sub Bidang Kebijakan Pengeloaan Keuangan; dan 

3. Sub Bidang Pembina Pelaksanaan Anggaran. 

f. Bidang Perbendaharaan; terdiri dari: 

1. Sub Bidang Belanja; 

2. Sub Bidang Pengelolaan Kas. 

g. Bidang Aset; terdiri dari: 

1. Sub Bidang Inventarisasi dan Penilaian; 

2. Sub Bidang Penghapusan dan Administrasi Persediaan; dan 

3. Sub Bidang Optimalisasi dan Investasi Pemerintah Daerah. 

h. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari: 

1. Sub Bidang Akuntansi Keuangan Daerah; dan 

2. Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah. 

i. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dan Pelaksanaan Teknis 

Badan. 

 

3.1.7 Uraian Tugas 

Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 73  Tahun 2016 

tentang kedudukan, susunan organisasi, fungsi dan tugas, serta tata kerja pada 

Badan Keuangan dan Aset Daerah, uraian tugas per-bidang pada BKAD (Badan 

Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut : 
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Sekretariat mempunyai fungsi pelaksanaan urusan umum dan 

kepegawaian, perencanaan, dan keuangan. Guna untuk menyelenggarakan fungsi 

sebagaimana dimaksud , Sekretariat mempunyai tugas : 

a. melaksanakan urusan umum dan kepegawaian; 

b. melaksanakan kegiatan perencanaan;  

c. melaksanakan koordinasi administrasi keuangan; 

d. memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kinerja serta 

dampak pelaksanaan program dan kegiatan; dan 

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan berkaitan 

dengan  bidang tugasnya. 

 

Bidang Pajak mempunyai fungsi penyelenggaraan pendaftaran dan 

pendataan, penetapan serta penagihan dan pengawasan pajak. Guna untuk 

menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Bidang Pajak mempunyai tugas  

a. menyelenggarakan pendaftaran dan pendataan pajak;  

b. menyelenggarakan penetapan pajak; 

c. menyelenggarakan penagihan dan pengawasan pajak; dan 

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan berkaitan 

dengan bidang tugasnya. 

 

 Bidang Pendapatan mempunyai fungsi penyelenggaraan perencanaan 

pendapatan, evaluasi dan pengendalian pendapatan serta pengembangan 
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pendapatan. Guna untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, 

Bidang Pendapatan mempunyai tugas : 

a. menyelenggarakan perencanaan pendapatan;  

b. menyelenggarakan evaluasi dan pengendalian pendapatan; 

c. menyelenggarakan pengembangan pendapatan; dan 

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan berkaitan 

dengan bidang tugasnya. 

 

Bidang Anggaran dan Kebijakan Pengelolaan Keuangan mempunyai 

fungsi penyelenggaraan perencanaan anggaran, kebijakan pengelolaan keuangan 

serta pembinaan pelaksanaan anggaran. Guna untuk menyelenggarakan fungsi 

sebagaimana dimaksud, Bidang Anggaran dan Kebijakan Pengelolaan Keuangan 

mempunyai tugas : 

a. menyelenggarakan perencanaan anggaran; 

b. menyelenggarakan kebijakan pengelolaan keuangan; 

c. menyelenggarakan pembinaan pelaksanaan anggaran; dan 

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan berkaitan 

dengan bidang tugasnya. 

 

Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi penyelenggaraan belanja dan 

pengelolaan Kas Daerah. Guna untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana 

dimaksud, Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas : 
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a. menyelenggarakan belanja; 

b. menyelenggarakan pengelolaan Kas Daerah; dan 

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan berkaitan 

dengan  bidang tugasnya. 

Bidang Aset mempunyai fungsi penyelenggaraan inventarisasi dan 

penilaian, penghapusan dan administrasi persediaan serta optimalisasi dan 

investasi Pemerintah Daerah. Guna untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana 

dimaksud, Bidang Aset mempunyai tugas : 

a. menyelenggarakaan inventarisasi dan penilaian Barang Milik Daerah; 

b. menyelenggarakan penghapusan Barang Milik Daerah dan administrasi 

persediaan; 

c. menyelenggarakaan optimalisasi aset dan investasi pemerintah daerah; 

dan 

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan berkaitan 

bidang tugasnya. 

 

Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai fungsi penyelenggaraan 

akuntansi keuangan daerah dan pelaporan keuangan daerah. Guna untuk 

menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Bidang Akuntansi dan 

Pelaporan mempunyai tugas : 

a. menyelenggarakan akuntansi keuangan daerah; 

b. menyelenggarakan pelaporan keuangan daerah; dan 

c. menyelenggarakan pembinaan akuntansi keuangan daerah; dan 
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d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan berkaitan 

dengan  bidang tugasnya. 

 

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu: 

a. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan 

kebutuhan; 

b. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu  pada Badan terdiri dari 

sejumlah tenaga dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional yang 

dikoordinir oleh tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok; 

c. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu  dapat dibagi atas Kelompok 

dan Sub Kelompok sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala 

Badan; 

d. Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu ditentukan berdasarkan sifat, jenis 

dan beban tugas; 

e. Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional tertentu dilaksanakan sesuai 

peraturan perundang-undangan. 
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3.2 Data Khusus 

Data Khusus ini memuat tentang pembahasan atas hasil penelitian, kendala 

yang dihadapi pada sistem dan prosedur penyusunan laporan keuangan dan 

keunggulan tentang sistem dan prosedur penyusunan laporan keuangan 

menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan Versi 2.7 pada BKAD Kabupaten 

Kulon Progo. 

3.2.1 Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan dasar pemikiran, rumusan masalah, dan landasan teori yang 

telah dipaparkan pada sub bab terdahulu, maka dalam sub bab ini akan disajikan 

hasil dari penelitian yang telah diperoleh pada saat praktik kerja nyata yang telah 

dilaksanakan selama 1 bulan di BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah) 

Kabupaten Kulon Progo tentang sistem dan prosedur penyusunan laporan 

keuangan dengan menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan pada BKAD 

Kabupaten Kulon Progo. 

3.2.2 Sistem dan Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan 

Sejak tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah  

menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan dari BPKP untuk mendukung 

penerapan akuntansi berbasis akrual. Berikut pembahasan mengeni sistem dan 

prosedur penyusunan laporan keuangan pada BKAD (Badan Keuangan dan Aset 

Daerah) Kabupaten Kulon Progo dengan menggunakan aplikasi SIMDA 

Keuangan. 
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3.2.3 Menginput Saldo Awal Neraca, LRA dan LAK 

A.  Saldo Awal Neraca 

Fungsi pembukuan atau akuntansi pada aplikasi SIMDA Versi 2.7 

diharuskan melakukan penginputan saldo awal. Pada  saldo awal neraca adalah 

saldo akhir neraca pada tahun lalu. Sub menu saldo awal digunakan untuk 

mencatat atau memasukkan data/informasi Neraca Awal dan Laporan Realisasi 

Anggaran Pemda. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penginputan saldo awal 

neraca dengan menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan Versi 2.7 adalah: 

a. Login pada aplikasi SIMDA Keuangan Versi 2.7 harus tahun 

sebelumnya dan data umum Pemda/SKPD harus diisi. Input saldo awal 

dilakukan dengan login pada sebelumnya dimaksudkan untuk 

menampilkan Laporan Keuangan Komparatif dengan tahun 

sebelumnya. 

Contoh: Transaksi tahun berjalan adalah tahun anggaran 2017, maka 

tahun loginnya adalah 2017. Sehingga untuk memasukan saldo awal 

neraca tahun lalu harus login pada tahun 2016. 

b. Saldo normal/pilihan Debet dan Kredit harus benar. 

c. Saldo awal neraca harus diinput secara lengkap, baik untuk rekening 

aset, kewajiban maupun rekening ekuitas. 

d. Saldo awal neraca tahun lalu harus diisi agar posisi keuangan pada saat 

tertentu dapat menyajikan data yang wajar dan sesuai dengan yang 

sebenar-benarnya. Saldo awal neraca tahun lalu akan mempengaruhi 

saldo akhir neraca tahun berjalan. 
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e. Saldo awal neraca yang diinput adalah saldo awal sebelum 

penggabungan Neraca-neraca pada SKPD/Neraca Pemerintah Daerah. 

Proses penginputan saldo awal neraca untuk SKPD dapat dijelaskan sebagi 

berikut: 

Tabel 3.1: Pedoman Penginputan Saldo Awal Neraca 

Debet Kredit 

1 Kas di Bendahara Pengeluaran 1 R/K PPKD dan atau Hutang PFK  

2 Kas di Bendahara Penerimaan 2 SiLPA 

3 Persediaan 3 Cadangan untuk Persediaan 

4 Piutang 4 Cadangan untuk Piutang 

5 Aset Tetap 5 Diinvestasikan dalam Aset Tetap 

6 Aset Lainnya 6 Diinvestasikan dalam Aset Lainnya, 

tidak termasuk Dana Cadangan 

7 Dana yang harus disediakan 

untuk pembayaran Utang 

Jangka Pendek 

7 Hutang Jangka Pendek 

 

 Langkah-langkah dalam input saldo awal Neraca, yaitu: 

a. Klik menu Data Entry SKPD,  pilih sub menu pembukuan kemudian 

pilih saldo awal lalu pilih unit organisasi, maka akan tampil form saldo 

awal dibawah ini: 

 

Gambar 3.2: Form Saldo Awal 



39 

 

b. Klik pada NERACA, maka akan mucul tampilan berikut: 

 

Gambar 3.3: Form Isian Saldo Awal Neraca  

Isi data saldo awal dengan klik TAMBAH lalu isi atau pilih kode 

rekening, kemudian pilih Debet atau Kredit. Isi nilai saldo dan catatan yang 

diperlukan, selanjutnya klik tombol SIMPAN untuk penyimpanan data atau klik 

tombol BATAL untuk membatalkan transaksi. Pengisian saldo awal dilakukan 

pada tiap-tiap SKPD sesuai dengan kondisi aset dan kewajiban dibawah 

pengelolaan. 

B.  Saldo Awal LRA dan LAK 

Saldo awal LRA merupakan LRA tahun lalu SKPD. LRA pemerintah 

daerah adalah gabungan dari LRA semua SKPD di lingkungan pemerintah daerah 

yang bersangkutan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam saldo awal LRA dalam 

aplikasi SIMDA Keuangan Versi 2.7 adalah sebagai berikut: 
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a. Login pada aplikasi SIMDA Keuangan Versi 2.7 harus tahun 

sebelumnya, seperti pada poin saldo awal neraca. 

b. Saldo normal/pilihan debet dan kredit harus benar 

c. Penginputan rekening pendapatan dan belanja tahun lalu dilakukan 

untuk masing-masing SKPD agar  laporan LRA per SKPD dapat 

disajikan secara komparatif. 

d. Pengaruh dalam aplikasi SIMDA Keuangan Versi 2.7 jika saldo awal 

LRA tidak ada, maka laporan keuangan khususnya untuk LRA akan 

disajikan tidak komparatif. Saldo awal LRA tidak akan mempengaruhi 

pada saldo akhir LRA tahun berjalan. 

e. Penginputan saldo PFK (Perhitungan Fihak Ketiga) tahun lalu 

dilkakukan di unit SKPD dan unit PPKD. Pada unit SKPD nilai yang 

diinput adalah nilai penerimaan dan pengeliaran PFK yang dilakukan 

melalui bendahara pengeluaran. Sedangkan di unit PPKD nilai yang 

diinput adalah nilai penerimaan dan pengeluaran PFK yang dilakukan 

melalui SP2D LS dan SP2D Non. 

f. Saldo awal LAK merupakan LAK tahun lalu yang dibuat oleh BUD 

atau unit pengelolaan keuangan. LAK tidak perlu disajikan kembali 

per SKPD, karena LAK merupakan laporan yang harus dibuat oleh 

BUD untuk pemerintah daerah secara keseluruhan. 

Langkah-langkah penginputan data LAK sama dengan penginputan saldo 

awal neraca. 
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3.2.4 Ekspor Impor Data 

Menu ini digunakan untuk ekspor impor data saldo awal dan posting 

jurnal. Langkah-langkah nya adalah sebagai berikut: 

a. Klik menu Data Entry dan pilih menu SKPD-Pembukuan-Ekspor 

Impor Data-Saldo Awal, pilih SKPD yang akan diekspor data saldo 

awalnya. 

 

Gambar 3.4: Sub Menu Ekspor Impor Data  

b. Isi nama file dengan cara klik  untuk menampilkan Back Up File 

berikut: 
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Gambar 3.5: Back Up File Ekspor Impor Data 

Klik PROSES, akan muncul konfirmasi berikut: 

 

Gambar 3.6: konfirmasi Transfer Data 

 Tekan Yes untuk melanjutkan proses atau tekan No untuk 

membatalkannya. 

c. Proses ekspor selesai, maka akan muncul informasi data-data yang 

berhasil diekspor. Klik OK kemudian KELUAR untuk keluar dari 

menu ini. 

d. Impor data saldo awal dan ekspor impor data posting jurnal, langkah-

langkahnya sama dengan ekspor impor data saldo awal. 
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3.2.5 Mengindentifikasi Transaksi Keuangan 

Transaksi adalah suatu kegiatan yang mengubah posisi keuangan suatu 

entitas. Transaksi keuangan pada BKAD Kabupaten Kulon Progo,  dapat berupa: 

transaksi pendapatan daerah, transaksi belanja daerah, transaksi pembiayaan 

daerah dan transaksi pembayaran yang meliputi:  

a. SPP Pembayaran Uang Persediaan (UP) 

Digunakan untuk mengisi uang persediaan pada masing-masing 

SKPD dan diajukan hanya untuk satu tahun sekali, 

b. SPP Ganti Uang Persediaan (GU) 

Digunakan untuk mengganti Uang Persediaan (UP) yang sudah 

terpakai dan diajukan ketika UP telah habis, 

c. SPP Tambah Uang Persediaan (TU) 

Digunakan untuk mengajukan Tambahan Uang Persediaan (TU) 

apabila terjadi pengeluaran anggaran yang pembiayaannya 

melebihi Uang Persediaan (UP), 

d. SPP Langsung (LS) 

Digunakan untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga 

dengan jumlah yg telah ditetapkan. 

SPP LS dikelompokan menjadi tiga, yaitu: 

1. SPP LS gaji dan tunjangan, 

2. SPP LS barang dan jasa, dan 

3. SPP LS belanja bunga, hibah, bantuan sosial, dan 

pengeluaran tak terduga. 



44 

 

Tahapan awal prosedur penatausahaan pengeluaran kas adalah penerbitan 

SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana). Langkah pertama penerbitan SP2D yaitu 

melalui aplikasi SIMDA Keuangan pada sub menu  penganggaran berdasarkan 

RKA (Rencana Kerja Anggaran) yang telah diajukan terlebih dulu oleh masing-

masing bendahara pengeluaran SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) kepada 

PPKD (Pejabat Pengelolaan Keuangan daerah) selaku BUD (Bendahara Umum 

Daerah) dan  DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Kulon Progo. 

RKA yang sudah disetujui oleh DPRD akan menjadi DPA (Dokumen 

Pelakaksanaan Anggaran) dan  diproses oleh kuasa BUD untuk mengasilkan SPD 

(Surat Penyediaan Dana). Selanjutnya SPD tersebut akan diproses lebih lanjut 

melalui aplikasi SIMDA Keuangan pada sub menu penatausahaan atas dasar 

dokumen yang dibuat oleh masing-masing bendahara pengeluaran SKPD, yaitu: 

SPP (Surat Permintaan Pembayaran) UP/GU/TU/LS untuk menghasilkan SPM 

(Surat Perintah Membayar) UP/GU/TU/LS dan kuasa BUD akan menerbitkan 

dokumen berupa:  

b. Penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), 

c. Penerbitan STS (Surat Tanda Setoran), 

d. Pembuatan Register SP2D, dan 

e. Pembuatan Surat Pengendalian Lainnya. 

  Apabila selama satu periode akuntansi masih terdapat transaksi diluar 

penerimaan dan pengeluaran anggaran, maka harus dicatat menggunakan jurnal 

koreksi dan jurnal penyesuaian. 
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3.2.6  Mencatat Jurnal Koreksi  

Koreksi merupakan kegiatan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam 

laporan keuangan menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Tindakan koreksi yang 

dilakukan menggunakan jurnal koreksi dapat dilakukan sepanjang periode 

akuntansi.  

Penyesuaian koreksi belanja meliputi penambahan dan pengurangan 

belanja, diantaranya adalah: 

e.  Belanja operasi, meliputi: belanja pegawai, belanja barang, bunga, 

subsidi, hibah dan bantuan sosial. 

f.  Belanja modal, meliputi: perolehan aset tetap berwujud dan aset tidak 

berwujud. 

g.  Belanja tak terduga, meliputi: kebutuhan tanggap darurat bencana, 

penanggulangan bencana alam dan bencana sosial. 

Pengurangan belanja dapat berupa pengembalian kelebihan honor kegiatan  

pegawai. Sedangkan penambahan belanja dapat berupa belanja makanan dan 

minuman rapat koordinasi.   

Penyesuaian koreksi pendapatan meliputi pengurangan dan penambahan 

pendapatan, diantaranya adalah:  

a. Pendapatan Pajak Daerah, meliputi: pajak reklame, air, tanah, PBB. 

b. Pendapatan Retribusi Daerah. 

c. Pendapatan Lain-lain. 
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Penambahan pendapatan dapat berupa pendapatan denda PBB (Pajak 

Bumi dan Bangunan). 

A.   Jurnal Koreksi Belanja 

Menu yang digunakan untuk mencatat transaksi koreksi belanja berupa 

jurnal koreksi atau pengurangan dan penambahan belanja. Input data dapat 

dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Klik menu Data Entry lalu pilih sub menu Pembukuan kemudian pilih 

Penyesuaian Belanja. Pilih unit organisasi maka akan tampil form 

berikut:  

 

Gambar 3.7: Form Penyesuaian Belanja 

 

b. Input koreksi belanja klik KOREKSI, maka akan tampil form inputan 

seperti berikut: 
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Gambar 3.8: Form Inputan Koreksi Belanja  

c. Isi data koreksi belanja dengan klik tombol TAMBAH, isi informasi 

yang dibutuhkan seperti nomor dan tanggal bukti, nomor tanggal 

referensi, jenis PANJAR dan keterangan. Klik SIMPAN untuk 

menyimpan dan atau klik BATAL untuk membatalkan transaksi. 

d. Pilih halaman Rincian, klik tombol TAMBAH, isi informasi yang 

dibutuhkan seperti Program, Kegiatan bila ada, apabila tidak secara 

otomatis akan terisi Non Program dan Non Kegiatan, kode rekening 

atau klik  untuk menanpilkan data kode rekening pendapatan, nilai 

Debet atau Kredit. Klik SIMPAN untuk menyimpan dan atau klik 

BATAL untuk membatalkan transaksi.  
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Gambar 3.9:  Halaman Rincian Koreksi Belanja 

 

e. Input pengurangan belanja klik PENGURANGAN, maka akan tampil 

form inputan seperti berikut: 

 

Gambar 3.10: Form Inputan Pengurangan Belanja 
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f. Isi data pengurangan belanja dengan klik tombol TAMBAH, isi 

informasi yang dibutuhkan seperti nomor dan tanggal bukti, nomor dan 

tanggal referensi, nama bank, jenis pengurangan dan keterangan . klik 

SIMPAN untuk menyimpan data atau klik BATAL untuk 

membatalkan transaksi. 

g. Pilih halaman Rincian, klik tombol TAMBAH, isi informasi yang 

dibutuhkan seperti Program, Kegiatan bila ada, apabila tidak secara 

otomatis akan terisi Non Program dan Non Kegiatan, kode rekening 

atau klik  untuk menanpilkan data kode rekening pendapatan, nilai 

Debet atau Kredit. Klik SIMPAN untuk menyimpan dan atau klik 

BATAL untuk membatalkan transaksi. 

 

Gambar 3.11: Form Isian Pengurangan Belanja 
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h. Submenu ini digunakan untuk input data belanja historis. Untuk input 

penambahan belanja klik PENAMBAHAN, maka akan tampil form 

inputan seperti berikut: 

 

Gambar 3.12: Form Inputan Penambahan Belanja 

i. Isi data penambahan belanja dengan klik tombol TAMBAH. Isi 

informasi yang dibutuhkan seperti nomor dan tanggal bukti, nomor dan 

tanggal referensi, nama bank, jenis pengurangan dan keterangan . Klik 

SIMPAN untuk menyimpan data atau klik BATAL untuk 

membatalkan transaksi. 

j. Pilih halaman Rincian, klik tombol TAMBAH, isi informasi yang 

dibutuhkan seperti Program, Kegiatan bila ada, apabila tidak secara 

otomatis akan terisi Non Program dan Non Kegiatan, kode rekening 

atau klik  untuk menanpilkan data kode rekening pendapatan dan 
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nilai Debet atau Kredit. Klik SIMPAN untuk menyimpan data atau 

klik BATAL untuk membatalkan transaksi. 

 

Gambar 3.13: Form Isian Penambahan Belanja 

 

B. Jurnal Koreksi Pendapatan 

Menu yang digunakan untuk mencatat transaksi koreksi pendapatan 

berupa jurnal koreksi atau pengurangan dan penambahan pendapatan. Input data 

dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Klik menu Data Entry lalu pilih sub menu Pembukuan kemudian pilih 

Penyesuaian Pendapatan. Pilih unit organisasi maka akan tampil form 

berikut: 
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Gambar 3.14 : Form Penyesuaian Pendapatan 

 

b. Isi data koreksi pendapatan dengan klik tombol TAMBAH, isi 

informasi yang dibutuhkan seperti nomor dan tanggal bukti, nomor 

tanggal referensi dan keterangan. Klik SIMPAN untuk menyimpan dan 

atau klik BATAL untuk membatalkan transaksi. 

 

Gambar 3.15: Form Inputan Koreksi Pendapatan 

 

c. Pilih halaman Rincian, klik tombol TAMBAH, isi informasi yang 

dibutuhkan seperti Program, Kegiatan bila ada, apabila tidak secara 

otomatis akan terisi Non Program dan Non Kegiatan, kode rekening 

atau klik  untuk menanpilkan data kode rekening pendapatan, nilai 
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Debet atau Kredit. Klik SIMPAN untuk menyimpan dan atau klik 

BATAL untuk membatalkan transaksi.  

 

Gambar 3.16:  Halaman Rincian Koreksi Pendapatan 

 

d. Input pengurangan pendapatan klik PENGURANGAN, maka 

akan tampil form inputan seperti berikut: 

 

Gambar 3.17: Form Inputan Pengurangan Pendapatan 
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e. Isi data pengurangan pendapatan dengan klik tombol TAMBAH, isi 

informasi yang dibutuhkan seperti nomor dan tanggal bukti, nomor dan 

tanggal referensi, nama bank, jenis pengurangan dan keterangan . klik 

SIMPAN untuk menyimpan data atau klik BATAL untuk 

membatalkan transaksi. 

f. Pilih halaman Rincian, klik tombol TAMBAH, isi informasi yang 

dibutuhkan seperti Program, Kegiatan bila ada, apabila tidak secara 

otomatis akan terisi Non Program dan Non Kegiatan, kode rekening 

atau klik  untuk menanpilkan data kode rekening pendapatan, nilai 

Debet atau Kredit. Klik SIMPAN untuk menyimpan dan atau klik 

BATAL untuk membatalkan transaksi. 

 

Gambar 3.18: Form Isian Pengurangan Pendapatan 
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3.2.7 Mencatat  Jurnal Penyesuaian 

Penyesuaian merupakan kegiatan pembetulan akuntansi di akhir periode 

akuntansi sehingga pos-pos yang ada di laporan keuangan sesuai dengan kondisi 

yang sebenarnya. Penyesuaian pada akhir periode akuntansi dapat berupa mutasi 

penambahan aset dan penghapusan aset. Terdapat beberapa prosedur dalam 

penjurnalan melalui aplikasi SIMDA Keuangan, yaitu:  

h. Klik menu Data Entry lalu pilih sub menu Pembukuan, kemudian pilih 

jurnal lalu pilih unit organisasi, maka akan tampil form jurnal dibawah 

ini: 

 

Gambar 3.19 : Menu Awal SIMDA Pembukuan 
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Gambar 3.20: Halaman Jurnal 

i. Isi data jurnal dengan klik tombol TAMBAH, isi formasi yang 

dibutuhkan seperti nomor, tanggal bukti, nomor dan tanggal referensi, 

nomor bku, dan keterangan serta pilih jenis jurnal klik SIMPAN untuk 

menyimpan data atau klik BATAL untuk membatalkan transaksi. 

 

Gambar 3.21: Halaman Isian Jurnal 
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j. Pilih halaman Jurnal Rincian, klik tombol TAMBAH , isi kode 

rekening untuk menampilkan data kode rekening belanja langsung / 

tidak langsung dan tekan  tombol   untuk membuka kode rekening 

secara keseluruhan: 

 

Gambar 3.22: Halaman Jurnal Rincian 

 

Kode rekening secara keseluruhan: 

 

Gambar 3.23: Halaman Rincian Jurnal Keseluruhan 
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 Letakkan pointer pada kode rekening yang akan dipilih, klik pilih untuk 

memilih atau klik BATAL untuk membatalkan pilihan. Secara otomatis halaman 

ini akan tertutup, kemudian isi nilai jurnal dan pilih debet / kredit lalu klik 

SIMPAN untuk menyimpan data atau  klik BATAL untuk membatalkan 

transaksi.           

   

Gambar 3.24: Halaman Pengisian Jurnal 

Cara mengubah letakkan pointer pada record yang hendak diubah, klik 

UBAH kemudian ubah data yang dikehendaki . Klik SIMPAN untuk menyimpan 

perubahan atau klik BATAL untuk membatalkan. Sedangkan untuk menghapus 

record, letakkan record pointer pada record yang akan dihapus, kemudian klik 

tombol HAPUS. Klik tombol TUTUP untuk keluar dari halaman ini. 

k. Hasil Inputan berupa Memo Pembukuan dapat yang dapat dilihat 

dengan klik tombol CETAK: 
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Gambar 3.25: Memo Pembukuan 

l. Hasil inputan jurnal dapat dicetak melalui menu Laporan – SKPD – 

Pembukuan. 

 

3.2.8 Memposting Data Jurnal 

Sub menu ini digunakan untuk melakukan posting data realisasi 

pengeluaran dan penerimaan. 

 

Gambar 3.26: Sub Menu Posting Data Jurnal 
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Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan posting data adalah 

sebagai berikut: 

a. Fungsi pembukuan harus meyakini kebenaran akan dokumen sumber 

pencatatan seperti dijelaskan pada poin nomor 1, pada saat melakukan 

posting data dan posting data jurnal akrual. 

b. Posting merupakan saran pengesahan dari fungsi pembukuan untuk 

mengklasifikasikan rekening dari setiap transaksi yang terjadi. 

c. Fungsi pembukuan harus melakukan pencatatan memo jurnal sebagai 

dokumen pengesahan. 

d. Proses posting data dan posting data jurnal akrual seharusnya 

dilakukan sekali setiap transaksi, oleh karena itu fungsi pembukuan 

harus melakukan pengesahan berdasarkan keyakinan yang memadai. 

Seperti diuraikan pada poin nomor 1. Kesalahan dapat diperbaiki 

dengan melakukan jurnal koreksi atas transaksi yang bersangkutan 

berdasarkan pengesahan dari fungsi pembukuan. 

e. Apabila terdapat kesalahan pada saat proses posting data, kesalahan 

posting data tersebut masih dapat diperbaiki dengan melakukan proses 

unposting. Proses unposting hanya dapat dilakukan oleh user dengan 

level administrator. 
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Langkah-langkah posting jurnal/ jurnal akrual adalah sebagai berikut: 

a. Klik menu Data Entry lalu pilih sub menu pembukuan, kemudian pilih 

posting lalu pilih unit organisasi, maka akan tampil form posting 

dibawah ini: 

  

Gambar 3.27: Sub Menu Awal Posting Data Jurnal 

 

b. Klik POSTING akan muncul tampilan berikut: 

 

Gambar 3.28: Sub Menu Isian Posting Data Jurnal 
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c. Beri tanda √ pada data yang akan diposting, kemudian klik POSTING 

untuk melakukan proses posting atau membatalkannya. 

d. Transaksi yang telah diposting dapat dilihat dengan cara klik 

BROWSE seperti berikut: 

 

Gambar 3.29: Sub Menu Transaksi yang telah diposting 

e. Membatalkan transaksi yang telah diposting klik UNPOSTING, pilih 

transaksi yang akan dibatalkan dengan mengilangkan tanda √ 

kemudian klik UNPOSTING. 

f. Hasil inputan berupa memo jurnal yang dapat dilihat dengan cara klik 

tombol CETAK. 
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Gambar 3.30: Memo Jurnal 

 

g. Hasil inputan jurnal dapat dicetak melalui menu Laporan-SKPD-

Pembukuan/Pembukuan akrual. 

 

Gambar 3.31: Hasil Inputan Jurnal 
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 3.2.9 Mencetak Laporan 

Langkah preview dan cetak laporan adalah sebagai berikut: 

a. Klik menu laporan, pilih SKPD-Pembukuan Akrual, maka akan tampil 

halaman pilihan laporan dan parameter sebagai berikut: 

 

Gambar 3.32: Sub Menu Daftar Laporan 

 

b. Pilih laporan yang akan dicetak, kemudian klik tombol PREVIEW 

untuk menampilkan laporan pada layar monitor. 

c. Klik tombol  untuk melakukan pencetakan laporan. Ekspor data ke 

file dengan format lain klik tombol , pilih format file dan akan 

muncul tampilan berikut: 
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Gambar 3.33: Ekspor Data File 

Klik OK akan mucul tampilan: 

 

Gambar 3.34: Excel Format Option 
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Klik OK akan mucul tampilan: 

 

Gambar 3.35: Select Ekspor File 

Ketik nama file dan pilih folder dimana file akan disimpan, kilk SAVE 

untuk menyimpan atau klik CANCEL untuk membatalkan ekspor data. 

 

Gambar 3.36: Contoh File Hasil Ekspor ke Word  
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3.3  Kendala Pada Sistem dan Prosedur Penyusuna Laporan 

Keuangan  

Berdasarkan hasil penelitian tentang sistem dan prosedur penyusunan laporan 

keuangan pada BKAD Kabupaten Kulon Progo. Terdapat beberapa kendala yang 

di hadapi pada saat proses penyusunan laporan keuangan menggunakan aplikasi 

SIMDA Keuangan Versi 2.7, yaitu:  

a. Aplikasi SIMDA Keuangan merupakan aplikasi berbasis online. 

Prosedur pengoperasiannya adalah dengan menggunakan jaringan 

internet. Ketika jaringan internet tidak stabil atau  terjadi gangguan arus 

listrik, maka kinerja pegawai akan terganggu.   

b. Jika terdapat kesalahan pada saat proses posting jurnal pada lingkup 

SKPD, maka yang dapat melakukan unposting jurnal adalah user 

dengan tingkat administrator. Sedangkan, dalam hal SKPD pada 

lingkup Pemkab Kulon Progo untuk user dengan tingkat 

administatornya adalah BKD (Badan Kepegawaian Daerah). Hal ini  

akan membuat kinerja pegawai terhambat, dikarenakan jauhnya jarak 

tempuh antara tiap-tiap SKPD dengan BKD. 
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3.4 Keunggulan Pada Sistem dan Prosedur Penyusunan Laporan 

Keuangan 

. Berdasarkan hasil penelitian tentang sistem dan prosedur penyusunan 

laporan keuangan pada BKAD Kabupaten Kulon Progo. Terdapat keunggulan 

dalam proses penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi 

SIMDA Keuangan Versi 2.7, yaitu: 

a. Aplikasi SIMDA Keuangan Versi 2.7 memudahkan pegawai untuk 

menginput data transaksi keuangan. Selanjutnya data transaksi 

keuangan yang telah di input  akan diproses melalui beberapa tahapan, 

diantaranya adalah: pengklasifikasian dan pengikhtisaran. Output yang 

dihasilkan adalah laporan keuangan yang terbentuk secara otomatis 

oleh sistem. 

b. Pencatatan data transaksi keuangan dengan menggunakan aplikasi 

SIMDA Keuangan memiliki tingkat ketepatan lebih baik daripada 

menggunakan pencatatan berbasis manual.  

c. Informasi mengenai data laporan keuangan dapat segera diperoleh 

secara tepat waktu dan akurat melalui aplikasi SIMDA Keuangan. 

Sehingga memudahkan dalam proses pengambilan suatu keputusan 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh selama 

praktik kerja nyata di BKAD Kabupaten Kulon Progo mengenai sistem dan 

prosedur penyusunan laporan keuangan pada BKAD Kabupaten Kulon Progo 

dengan menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

a. SIMDA Keuangan merupakan aplikasi yang dibentuk oleh BPKP 

dengan tujuan untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang 

berkualitas dalam mentransformasikan manajemen pemerintahan 

daerah menuju pemerintahan yang lebih baik dan bersih. 

b. Kendala yang dihadapi adalah ketika proses posting jurnal 

menggunkan aplikasi SIMDA Keuangan, yaitu: apabila terdapat 

kesalahan saat proses posting jurnal pada lingkup SKPD, maka yang 

dapat melakukan unposting adalah user dengan tingkat administrator. 

c. Keunggulan pada SIMDA Keuangan adalah untuk memudahkan dalam 

proses penyusunan laporan keuangan dengan cara menginput data pada 

aplikasi SIMDA Keuangan.  
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4.2 Saran 

Saran yang dapat dikemukakan berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan selama praktik kerja nyata di BKAD Kabupaten Kulon Progo adalah 

apabila terjadi kesalahan dalam proses posting jurnal pada aplikasi SIMDA 

Keuangan, maka seharusnya yang biasa membuat unposting sebaiknya level user 

administrator nya ada pada tiap-tiap SKPD sehingga kinerja pegawai tidak 

terhambat. 
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Lampiran 2 
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Lampiran 3 

  

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO 

SURAT BUKTI PENGELUARAN / BELANJA 

Nomor : 
Tanggal : 

  

Urusan Pemerintahan : 
Unit Organisasi  : 
Sub Unit Organisasi  : 

  

Sudah diterima dari Bendahara Pengeluaran, uang sejumlah Rp.  
Terbilang : (      ) 

  

Yaitu untuk pembayaran : 
Program : 
Kegiatan : 
Kode Rekening : 
Untuk Keperluan :   

Yang berhak menerima pembayaran : 
Nama : 
Alamat : 

Informasi Potongan Pajak 
- Pajak Penghasilan Ps 23           Rp. 
- Pajak Daerah                              Rp. 
                                       Jumlah    Rp. 

Yang menerima 
barang,  
memeriksa pekerjaan 
tersebut diatas 

Bendahara Pengeluaran Wates, 22 Maret 2018 
Kepala Dinas 

  NIP. NIP. 
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Lampiran 4 

 

 
 

  
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO 

  

   
JURNAL PENERIMAAN KAS 

  

   
Periode: 1 januari s.d 28 Februari 2018 

  
Urusan Pemerintahan: 4                      Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 
Bidang Pemerintahan : 4. 04               Keuangan 
Unit Organisasi : 4. 04. 05                    Badan Keuangan dan Aset Daerah 
Sub Unit Organisasi: 4. 04. 05. 01      Badan Keuangan dan Aset Daerah 

No TANGGAL 
No. 
BUKTI REKENING URAIAN REF DEBET KREDIT 

  
 

  
 

        

  
 

  
 

        

  
 

  
 

        

  
 

  
 

        

  
 

  
 

        

  
 

  
 

        

  
 

  
 

        

  
 

  
 

        
         JUMLAH       
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Lampiran 5 

 

 
 

  
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO 

  

   
JURNAL PENGELUARAN KAS 

  

   
Periode: 1 januari s.d 28 Februari 2018 

  
Urusan Pemerintahan: 4                      Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 
Bidang Pemerintahan : 4. 04               Keuangan 
Unit Organisasi : 4. 04. 05                    Badan Keuangan dan Aset Daerah 
Sub Unit Organisasi: 4. 04. 05. 01      Badan Keuangan dan Aset Daerah 

No TANGGAL 
No. 
BUKTI REKENING URAIAN REF DEBET KREDIT 

  
 

  
 

        

  
 

  
 

        

  
 

  
 

        

  
 

  
 

        

  
 

  
 

        

  
 

  
 

        

  
 

  
 

        

  
 

  
 

        
         JUMLAH       
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Lampiran 6 

 

 
 

  
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO 

  

   
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN 

  

   
Periode: 1 januari s.d 31 Desember 2017 

  Urusan Pemerintahan: 4                     Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 
Bidang Pemerintahan : 4. 04               Keuangan 
Unit Organisasi : 4. 04. 0                      Badan Keuangan dan Aset Daerah 
Sub Unit Organisasi: 4. 04. 05. 01      Badan Keuangan dan Aset Daerah 

No TANGGAL No. BUKTI REKENING URAIAN REF DEBET KREDIT 

  
 

  
 

        

  
 

  
 

        

  
 

  
 

        

  
 

  
 

        

  
 

  
 

        

  
 

  
 

        

  
 

  
 

        

  
 

  
 

        

         JUMLAH       
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Lampiran 7 

 

 
 

  
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO 

  

   
JURNAL UMUM – KOREKSI 

  

   
Periode: 1 januari s.d 31 Desember 2017 

  
Urusan Pemerintahan: 4                     Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 
Bidang Pemerintahan : 4. 04              Keuangan 
Unit Organisasi : 4. 04. 05                   Badan Keuangan dan Aset Daerah 
Sub Unit Organisasi: 4. 04. 05. 01      Badan Keuangan dan Aset Daerah 

No TANGGAL No. BUKTI REKENING URAIAN REF DEBET KREDIT 

  
 

  
 

        

  
 

  
 

        

  
 

  
 

        

  
 

  
 

        

  
 

  
 

        

  
 

  
 

        

  
 

  
 

        

  
 

  
 

        

         JUMLAH       
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Lampiran 8 

 

 
 

  
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO 

  

   
BUKU BESAR 

  

   
Periode: 1 januari s.d 28 Februari 2018 

  
Urusan Pemerintahan: 4                       Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 
Bidang Pemerintahan : 4. 04                Keuangan 
Unit Organisasi : 4. 04. 05                     Badan Keuangan dan Aset Daerah 
Sub Unit Organisasi: 4. 04. 05. 01        Badan Keuangan dan Aset Daerah 
Kode Rekening Buku Besar : 1.1 
Nama Rekening Buku Besar: ASET LANCAR 

No TANGGAL URAIAN DEBET KREDIT SALDO 

  
 

  
 

        

  
 

  
 

        

  
 

  
 

        

  
 

  
 

        

  
 

  
 

        

  
 

  
 

        

  
 

  
 

        

  
 

  
 

        

                

        JUMLAH     
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Lampiran 9 

 

 
 

  
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO 

  

   
BUKU BESAR PEMBANTU 

  

   
Periode: 1 januari s.d 28 Februari 2018 

  
Urusan Pemerintahan: 4                        Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 
Bidang Pemerintahan : 4. 04                 Keuangan 
Unit Organisasi : 4. 04. 05                      Badan Keuangan dan Aset Daerah 
Sub Unit Organisasi: 4. 04. 05. 01         Badan Keuangan dan Aset Daerah 
Kode Rekening Buku Besar : 1.1.1.03 
Nama Rekening Buku Besar: Kas di Bendahara Pengeluaran 

No TANGGAL URAIAN DEBET KREDIT SALDO 

  
 

  
 

        

  
 

  
 

        

  
 

  
 

        

  
 

  
 

        

  
 

  
 

        

  
 

  
 

        

  
 

  
 

        

  
 

  
 

        

                

    

 

           JUMLAH     
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Lampiran 10 

 

 

 
 

  
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO 

  

   
SALDO BUKU BESAR 

  

   
per 31 Desember 2017 

  Urusan Pemerintahan: 4                       Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan 
Unit Organisasi : 4. 04. 05                     Badan Keuangan dan Aset Daerah 
Sub Unit Organisasi: 4. 04. 05. 01    Badan Keuangan dan Aset Daerah 

KODE REKENING URAIAN DEBET KREDIT 

      
 

      

      
 

      

      
 

      

      
 

      

      
 

      

      
 

      

      
 

      

      
 

      

              

        JUMLAH     
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Lampiran 11 

 

 
 

  
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO 

  

   
JURNAL UMUM – PENUTUP 

  

   
Periode: 1 januari s.d 31 Desember 2017 

  Urusan Pemerintahan: 4                       Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 
Bidang Pemerintahan : 4. 04                Keuangan 
Unit Organisasi : 4. 04. 05                     Badan Keuangan dan Aset Daerah 
Sub Unit Organisasi: 4. 04. 05. 01        Badan Keuangan dan Aset Daerah 

No TANGGAL 
No. 
BUKTI REKENING URAIAN REF DEBET KREDIT 

  
 

  
 

        

  
 

  
 

        

  
 

  
 

        

  
 

  
 

        

  
 

  
 

        

  
 

  
 

        

  
 

  
 

        

  
 

  
 

        
                

        JUMLAH                 
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Lampiran 12 
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Lampiran 13 
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Lampiran 14 
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Lampiran 15 

 


